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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tilamuta  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

:

Karsum Abas bin Abas Kiyayi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak

tamat  SD,  pekerjaan  Petani,  tempat  kediaman  di  Dusun  IV,

Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo,

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  8 April  2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tilamuta  pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

90/Pdt.P/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Isran Koja binti Rahim Koja lahir tanggal 03 Maret  2003 (umur 17 tahun),

agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan kelas 1 SLTP, tempat

kediaman di Dusun IV, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi,

Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Hasan Genti bin Daud Genti, lahir tanggal 8 November 1968 (51 tahun 5

bulan),  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,  tempat  kediaman  di

Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Yang  akan  dilaksanakan  dan  dicatatkan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo
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2. Bahwa  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan  tersebut  baik

menurut  ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon  belum

mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Dulupi

Nomor: 0068/KUA.01.12.3/PW.01/2020 tanggal 08 April 2020;

3. Bahwa  pernikahan  tersebut  sangat  mendesak  untuk  dilangsungkan

karena keduanya telah berpacaran selama 1 bulan lamanya, dan hubungan

mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, 

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut  dengan calon suaminya tidak

ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa  anak  Pemohon  dan  Calon  suaminya  tidak  ada  hubungan

semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu

rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap

untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk

menikah,  maka  Pemohon memohon melalui  Pengadilan  Agama Tilamuta

agar  dapat  mengabulkan  permohonan  Pemohon  dan  memberikan

dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Tilamuta  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan,  memberikan  dispensasi  kepadaa  anak  Pemohon  bernama

Isran Koja binti Rahim Koja untuk menikah dengan calon suaminya yang

bernama Hasan Genti bin Daud Genti;

3. Menetapkan biaya menurut hukum; 
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SUBSIDER :

Apabila pengadilan  berpendapat  lain,  mohon menjatuhkan  penetapan  lain

yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon atau kuasanya

tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil  sebanyak dua kali

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  ketidakhadirannya  tidak  berdasarkan

alasan yang sah menurut hukum;

 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang

tak terpisahkan dari putusan perkara ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  pemohon

adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan

Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Pemohon tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya atau wakilnya yang sah,

sedang ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang

sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  150  R.Bg.  antara  lain

dijelaskan bahwa hakim sebelum mengambil keputusan atas pihak Pemohon

yang tidak hadir, maka hakim dapat memanggil Pemohon sekali lagi dan hal

tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim namun Pemohon juga tidak hadir tanpa

alasan  sah,  kemudian  hakim  berpendapat  untuk  tidak  perlu  melakukan

pemanggilan lagi .  

Menimbang,  bahwa  oleh karena  para Pemohon telah dipanggil dengan

resmi dan patut namun tidak hadir, selain itu juga tidak mengutus orang lain
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sebagai kuasanya maka sesuai maksud Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat

bahwa untuk  mewujudkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk

menghindari berlarut-larutnya pemeriksaan perkara dan terwujudnya kepastian

hukum sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Para Pemohon harus dinyatakan

tidak  bersungguh-sungguh  dalam  berperkara;

Menimbang,  bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan

sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun

1989  yang  telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006,  dan  diubah  keduakalinya  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan  hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

2. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 28 April

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Ulfiana

Rofiqoh,  S.H.I.  sebagai  hakim  tunggal  pada  Pengadilan  Agama  Tilamuta,

penetapan  mana diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Yusra N. Paramata,

S.H.I., M.H sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

      Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H           Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 510.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 606.000,00

    (enam ratus enam ribu rupiah).
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